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PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

Menimbang

Mengingat

NOMOR 01 TAHUN 2007
TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga
Nomor 4 Tahun 2000 tentang Retribusi Pemakaian
Kekayaan Daerah yang diundangkan dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 4 Seri B Nomor
1 tertanggal 4 Juli 2000, dipandang perlu disesuaikan
karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan sosial
ekonomi masyarakat;

bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud
pada huruf a, maka perlu mengatur kembali Retribusi
Pemakaian Kekayaan Daerah dengan Peraturan Daerah;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Daerah-daerah  Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara
Tahun 1950 Nomor 42);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3209 ) ;
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Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun
1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun
2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4048);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8
Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi
Undang-Undang  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan  Lembaran  Negara
Nomor 4438);



8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001
Nomor 119, Tambahan Lembaran  Negara
Nomor 4139);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 22
Tahun 2003 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah  Kabupaten Purbalingga
(Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 22 Seri D
Nomor 10);

Atas Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

dan

BUPATI PURBALINGGA

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PURBALINGGA TENTANG RETRIBUSI

PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.  Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.

2.  Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.

4.  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga.

5.  Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas di bidang Retribusi Daerah
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Peraturan Daerah adalah Peraturan Kabupaten Purbalingga.

Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas
jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau
diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau
badan.

Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau
diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial
karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
Retribusi Pemakaian Kekayaan daerah yang selanjutnya disebut
retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pemakain kekayaan
Daerah, yang antara lain pemakaian gedung pertemuan, alat — alat
berat, rumah dinas, tanah, kios, dan Radio Suara Perwira.

Kekayaan Daerah adalah barang — barang bergerak dan atau tidak
bergerak yang dimiliki dan atau di bawah penguasaan Pemerintah
Daerah Kabupaten Purbalingga yang disediakan atau dimanfaatkan
oleh masyarakat guna menunjang berbagai keperluan dalam rangka
meningkatkan kesejahteraan umum.

Gedung Pertemuan adalah Gedung Pertemuan milik atau yang
dikuasai oleh Pemerintah Daerah.

Rumah Dinas adalah Rumah Dinas milik atau yang dikuasai oleh
Pemerintah Daerah yang disediakan untuk ditempati oleh pemegang
jabatan tertentu dan atau pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah.
Alat — alat Berat adalah alat — alat berat milik atau yang dikuasai oleh
Pemerintah Daerah;

Tanah adalah tanah milik atau yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah
yang digunakan atau disewakan untuk masyarakat.

Kios adalah bangunan yang didirikan di atas tanah milik atau dikuasai
oleh Pemerintah Daerah yang dipisahkan satu dengan yang lainnya
dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit —
langit yang dipergunakan untuk kegiatan berdagang dan letaknya di
luar lingkungan Pasar.

Los adalah bangunan tetap berbentuk bangunan memanjang tanpa
dilengkapi dinding yang didirikan di atas tanah milik atau dikuasai
oleh Pemerintah Daerah dan letaknya di luar lingkungan Pasar.

Radio Suara Perwira adalah Radio Siaran milik atau yang dikuasai
oleh Pemerintah Daerah.



18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut
peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan
pembayaran retribusi.

Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan
batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa yang
disedi akan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan
terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik
Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan,
perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang
sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk badan
usaha lainnya.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari
penghimpunan data obyek dan subyek pajak, penentuan besarnya
retribusi terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib
Retribusi serta pengawasan penyetorannya.

Petugas Pemungut yang selanjutnya disebut Pemungut adalah
perorangan atau satuan unit kerja Pemerintah Kabupaten yang diberi
wewenang untuk memungut Retribusi yang ditunjuk oleh Bupati.

Kas Daerah adalah Kas Daerah yang ditunjuk oleh Bupati.

Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat
SPTRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk
melaporkan penghitungan dan pembayaran Retribusi yang terutang
menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD
adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi
yang terutang.

Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD
adalah surat yang digunakan Wajib Retribusi untuk melakukan
pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah
atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya
disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang menentukan
besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi,
jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi
administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.



